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Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, yang
kemudian dikenal dengan NKRI. Indonesia memiliki pusat pemerintahan
yang terletak di Jakarta, sekaligus merupakan ibu kota negara. Bahasa resmi
negara Indonesia adalah bahasa Indonesia dan memiliki mata uang
berbentuk Rupiah, sedangkan Prancis adalah negara kesatuan berbentuk
republik yang pusat pemerintahannya terletak di Paris, sebagai ibu kota
negara. Bahasa resmi dari negara Prancis adalah bahasa Prancis, dan
memiliki mata uang berbentuk Euro.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap perbandingan
hukum. Tipe penelitian ini digunakan dengan maksud mengkaji
perbandingan di dalam struktur dan subtansi hukum dari objek yang diteliti.
Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan historis (historical approach)
dan pendekatan komparatif (comparative approach). Untuk menganalisis isu
hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder, dengan bahan hukum dianalisa secara kualitatif, yang
artinya data diuraikan dengan kalimat yang runtun, logis dan tidak tumpang
tindih, dengan maksud mempermudah pemahaman dan interpretasi data dari
bahan hukum yang dianalisa.

Baik Indonesia maupun Prancis sama-sama mengalami banyak
perubahan dalam struktur ketatanegaraan, dari konstitusi yang ditegakkan,
sistem pemerintahan dan juga pengaturan otonomi daerah. Indonesia
menerapkan sistem presidensial pada masa berlakunya UUD NRI 1945,
sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Konstitusi RIS dan UUDS
adalah sistem parlementer, dan pada masa diberlakukan kembali UUD NRI
1945, Indonesia kembali menerapkan sistem pemerintahan presidensial.
Begitupun demikian dengan Prancis yang mengalami beberapa kali
perubahan yang mempengaruhi sistem pemerintahan di negara tersebut.
Sejak diberlakukannya Konstitusi 1958 bahkan hingga sekarang, Prancis
menerapkan sistem pemerintahan semi-presidensial. Terkait dengan otonomi
daerah di Indonesia, didasari atas pembagian wilayah dan landasan
pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan sistem desentralisasi di Prancis
lebih menekankan pada pengaruh dari pemerintah pusat, dengan beberapa
tingkat pemerintah di Prancis.
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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, yang
kemudian dikenal dengan NKRI. Indonesia memiliki pusat pemerintahan
yang terletak di Jakarta, sekaligus merupakan ibu kota negara. Bahasa resmi
negara Indonesia adalah bahasa Indonesia dan memiliki mata uang
berbentuk Rupiah, sedangkan Prancis adalah negara kesatuan berbentuk
republik yang pusat pemerintahannya terletak di Paris, sebagai ibu kota
negara. Bahasa resmi dari negara Prancis adalah bahasa Prancis, dan
memiliki mata uang berbentuk Euro.

Dalam sebuah praktik kenegaraan, ada sistem pemerintah yang diterapkan.
Indonesia menerapkan sistem presidensial, sedangkan Prancis menerapkan
sistem semi presidensial. Terkait dengan otonomi daerah di Indonesia,
didasari atas pembagian wilayah dan landasan pelaksanaan otonomi daerah.
Sedangkan sistem desentralisasi di Prancis lebih menekankan pada pengaruh
dari pemerintah pusat, dengan beberapa tingkat pemerintah di Prancis.

Kata Kunci (keyword): Sistem Pemerintahan, Otonomi Daerah, Indonesia,Prancis
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